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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra
Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra
Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub
kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-
sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD.

1.1.2 Fungsi Rentsra
Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk

menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra,
diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntanbilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari
seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang
merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus
dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan
perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada
dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.



1.1.3

Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan
yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026
dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah
dengan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.

Fungsi disusunnya renstra Perangkat Daerah adalah untuk
memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah
pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat
Daerah. Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk
mencapai Indek Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat
oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi
Bupati

Proses Penyusunan Renstra
Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman
dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagi
instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah
Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah,
maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan
Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan
harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode S (lima)
tahunan. Tahapan penyusunan Renstra BKPSDM tahun 2021- 2026 adalah

sebagai berikut:



a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

C. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya
Dokumen Renstra BKPSDM disusun dengan mengacu pada RPJMD

Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pendukung yang
mempunyai kewajiban muwujudkan visi Bupati/Wakil Bupati dengan
melaksanakan misi yang sudah disusun sesuai dengan tugas fungsi
BKPSDM. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan
dokumen Renstra ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang
sinergis dan terpadu.

Keterkaitan Renstra BKPSDM dengan dokumen lainnya disajikan

dalam gambar sebagai berikut:

Renstra Pedoman| Renja- | Pedoman | RKA- Rincian
KL KL KL APBN )
. 'y 4 ? %
Pedoman Diacu o =
g
-4
Pedoman i Pedoman =

RRJP RRJM Dijabarkan RKP RAPBN APBN

Nasional Nasional
H A
Diacu Diperhatikan: gﬁliserrggg(inamelalw
v v 4
i Pedpman

RPJP  Pedoman RPJM Dijabarkan RKP RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah -
3 o g
Pedoman Diacu 22
! S S
: -
Renstra Pedoman| Renja- | Pefloman RKA - Rincian =

SKPD SKPD SKPD APBD

UU No. 25 Tahun 2004
< (SPPN) — UU No. 17 Tahun 2003
) (KN) i

Sumber: Bappenas RI
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1.1.5 Sejarah Perangkat Daerah
Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat

daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan,



hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan

yang berlaku. BKPSDM dalam perjalanan sejarahnya juga tidak lepas dari

perubahan tersebut. Berikut sejarahnya:

Tabel 1.1.

Sejarah Perangkat Daerah

No

Nama OPD

Dasar Hukum

Bagian Kepegawaian

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom

2. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun
2000 tentang Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian
Daerah

1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Badan Kepegawaian,
Pendidik an dan
Pelatihan (BKPP)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susuna Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bantul

Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul.

1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

b.

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);




. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/KEP/2020
tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun



2006-2025 (Lembaran Derah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun
2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran
Derah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 139);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra ini adalah untuk memberikan arahan

rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai

tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 adalah sebagai

berikut:

1)

2)

3)

Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima)
tahun kedepan.

Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai
selama periode Renstra Perangkat Daerah.

Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil

pengendalian dan evaluasi secara berkala.



4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA
SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tuyjuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tepilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



2.1

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dipimpin Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai tugas
membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja Badan;

b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

d. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan,;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang
kepegawaian pendidikan dan pelatihan;

g. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;

i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;

j- pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi
kelompok jabatan fungsional pada Badan;

k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, kerjasama, kearsipan,
perpustakaan dan budaya pemerintahan Badan;

1. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;



m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan

penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan

n. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugas Badan.

Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat
c.
d.
e.
f. UPTD; dan

g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan

susunan

organisasi

Badan Kepegawaian

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN, terdiri atas:
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN, terdiri atas:

Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN terdiri dari:

dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA BADAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JABATAN FUNGSIONAL

Keterangan :
: garis komando

. garis koordinasi

SEKRETARIS

SUBBAGIAN PROGRAM
DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGADAAN DAN
MUTASI ASN

SUBBIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI

SUBBIDANG MUTASI DAN
KEPANGEKATAN

ASN

BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN DIKLAT

BIDANG PENILAIAN,
PEMBINAAN DAN
KESEJAHTERAAN ASN

SUBBIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

SUBBIDANG PENILAIAN DAN
PEMBINAAN

SUBBIDANG DIKLAT

SUBBIDANG PENGHARGAAN
DAN KESEJAHTERAAN

UPTD




Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan

organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

o

o o

5 o0a 0

penyusunan program kerja Sekretariat;

perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

penyusunan program Badan;

pengelolaan keuangan Badan;

pelaksanaan program kesekretariatan;

penyelenggaraan kepegawaian Badan

pengelolaan barang milik daerah pada Badan;

penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan,
dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;

fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan
budaya pemerintahan pada Badan;

fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
Badan;

pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional Badan;

pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Sekretariat;

pengelolaan data dan informasi pada Badan;

pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan
laporan kinerja Badan;

pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengadaan



dan mutasi ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan dan

Mutasi ASN mempunyai fungsi:

a.

Pl

[y

pengoordinasian penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengadaan
dan Mutasi ASN;

pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan
dan mutasi ASN;

pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengadaan
dan Mutasi ASN;

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengadaan,
pemberhentian dan informasi;

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan mutasi, promosi dan
kepangkatan;

pengoordinasian penyusunan formasi ASN;

pengoordinasian penyusunan informasi ASN ;

penyelenggaraan pengadaan calon ASN;

pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN ;
penyelenggaraan verifikasi dokumen pemberhentian, dokumen
mutasi dan promosi serta database informasi ASN;

pengoordinasian pengelolaan mutasi, promosi dan pemberhentian
ASN;

pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pengadaan
dan Mutasi ASN;

pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait
pengadaan dan mutasi pegawai;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan
laporan kinerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan

kompetensi dan diklat ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang

Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan

Diklat ASN;



perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi dan
diklat ASN;

pengoordinasian program kerja pada Bidang Pengembangan
Kompetensi dan Diklat ASN ;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi
dan diklat ASN;

pengoordinasian pengelolaan administrasi peningkatan kapabilitas
ASN;

pengoordinasian pengembangan ASN dalam jabatan fungsional;
fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional;

pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait
pengembangan aparatur dan diklat ASN;

pengoordinasian  dan pengelolaan data terkait pengembangan
kompetensi dan diklat ASN;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Bidang Pengembangan dan Diklat ASN; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai

melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penilaian,

pembinaan dan kesejahteraan ASN. Untuk melaksanakan tugasnya

Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana Kkerja Bidang Penilaian, Pembinaan,
Kesejahteraan ASN;

perumusan kebijakan teknis terkait penilaian, pembinaan dan
kesejahteraan ASN;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan
pembinaan ASN;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan
ASN;

pengoordinasian pelaksanaan usulan pemberian penghargaan;
penyusunan kajian kebijakan penilaian kinerja , pembinaan dan
kesejahteraan ASN;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penilaian

kinerja, pembinaan dan kesejahteraan ASN;



h. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Penilaian,
Pembinaan, Kesejahteraan ASN;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan
kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam suatu
organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut,
demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam
melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung
keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya
SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang pada Tahun 2020 bernama
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 52 orang
personil sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan
Per 31 Desember 2020

Golonngan Jems. Pendidikan

. Kelamin Jumla

Bidang h
1 |u|m|w| 1| p |S|smp| SM |Diplom DIV/S |
D A a 1

Kepala
BKPP - - - 1 1 - - - - - 1 - 1
Sekreta
riat 3 1 6 2 8 4| 1 2 4 1 2 2 12
FPD - 2 6 1 3 6| - - 2 1 5 1 )
Mutasi - 1 7 1 7 1 - - 3 - 4 1 8
Dabink
es - 4 5 1 3 7 - - 4 1 3 2 10
JF - 2 9 1 3 9| - - 4 2 3 3 12
Jumla 1
h 3| 0| 33 7| 25 27| 1 2 17 5 18 9 52

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur di
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 sebanyak
52 orang, berdasarkan golongan paling banyak adalah golongan III,
berdasarkan jenis kelamin lebih banyak Laki-laki dan berdasarkan

pendidikan sebagian besar memiliki pendidikan SMA sampai dengan S2

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun
2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Formasi/Kebutuhan
Per 31 Desember 2020

Jumlah
Formasi Terisi | Kekurangan
No Nama Jabatan /Kebutuhan | (orang) (orang)
(orang)
1 | Kepala Badan 1 1 0
2 | Sekretariat 14 12 2
Bidang Formasi,
3 | Pengembangan dan Diklat 12 9 3
Pegawai
4 | Bidang Mutasi 17 8 9
Bidang Data, Pembinaan
5 | dan Kesejahteraan 14 10 4
Pegawai
7 | Jabatan Fungsioanl 29 12 17
Jumlah 87 52 35

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa
kekurangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebanyak 35 orang tersebut terdiri dari jabatan
pelaksana sebanyak 18 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 17 orang.
Untuk jabatan pelaksana masih kekurangan khususnya pelaksana yang
menangani keuangan dan administrasi dan untuk Jabatan Fungsional
masih kekurangan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan

Arsiparis.



2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung pula
dengan sarana prasarana. Aset yang Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai aset
sampai dengan Desember 2020 sebanyak 1.026 asset atau sebesar Rp
4.695.071.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.
Daftar Aset Yang Dikelola BKPP Kabupaten Bantul

Kondisi Analisa
No Jenis barang Nama Barang Jumlah .
Baik | Rusak | Kebutuhan | Kekurangan
1 | ALAT KANTOR A.C. Split 17 15 2 17 0
DAN RUMAH
T ANGGUA Air Cleaner 2 2 0 2 0]
ALAT KANTOR
LAINNYA Lain- 1 1 0 1 0
lain /Rak koran
Alat Pemotong 3 1 9 3 5
Kertas
Alat Penghancur 4 4 0 4 0
Kertas
ALAT RUMAH
TANGGA
LAINNYA (HOME
USE) Lain- 1 1 0 1 0
lain/Washtafel
portable
Compact Rolling 4 4 0 4 0
Dehumidifier
(Humidity 1 1 0 1 0
Control)
Dispenser 2 2 0 5 3
DVD Writer 1 0 1 0
Exhause Fan 1 0 1 0 0
External/
Portable Hardisk 1 0 1 0 0
F111r}g Cabinet 33 39 1 33 1
Besi
Filing Cabinet 1 0 1 0 0
Kayu
Gordyin/Kray 22 22 0 22 0
Hand Metal
Detector 3 3 0 3 0
Hub 1 0 1 0 0
Jam Listrik 1 1 0 1 0
Karpet 3 3 0 3 0
Kompor Gas (Alat 1 1 0 1 0
Dapur)
Kursi Besi/Metal 5 5 0 5 0
Kursi Kayu S 0 5 0 0
Kursi Kerja
Pegawai Non 47 47 0 47 0
Struktural
Kursi Kerja
Pejabat Eselon II 1 1 0 1 0
Kursi Kerja
Pejabat Eselon III 4 4 0 4 0




No

Jenis barang

Kondisi Analisa
Nama Barang Jumlah .

Baik | Rusak | Kebutuhan | Kekurangan
Kursi Kerja
Pejabat Eselon IV 11 11 0 11 0
Kursi Putar 3 3 0 3
Kursi Rapat 79 74 ) 79 5
Kursi Rapat
Ruangan Rapat 26 26 0 26 0
Pejabat Eselon II
Kursi Tamu 1 0 1
Lap Top 4 2 2 4 2
Layar
Film /Projector 1 0 1 1 1
LCD
Projector/Infocus 2 1 1 2 1
Lemari
Besi/Metal 26 25 1 26 1
Lemari Display 1 1 0 1 0
Lemari Es 1 1 0 1 0
Lemari Kayu 1 1 0 1 0
Meja Bundar 1 1 0 1 0]
Meja Kerja Kayu 59 59 0 59 0
Meja Komputer 50 50 0 S0 0
Meja Rapat
Pejabat Eselon II 2 2 0 2 0
Meja Resepsionis 1 1 0 1 0
Mesin Ketik 1 1 0 1 0
Mesin Laminating 1 1 0 1 0
Mesin Pembuat
ID Card 1 0 1 1 1
Mesin Penghisap
Debu/Vacuum 1 1 0 1 0
Cleaner
MEUBELAIR
Lain-lain/meja 1 1 0 1 0
kursi tamu set
Mobile File 2 2 0 2 0
Monitor 2 2 0 2 0
Note Book 105 104 1 105 1
Notebook/Laptop 2 2 0 2 0
P.C Unit 56 50 6 56 6
Papan Nama 1 1 0 1 0
Instansi
Partisi 5 5 0 5 0
Printer (Peralatan
Personal 46 40 6 46 6
Komputer)
Rak arsip 4 4 0 4 0
Rak Besi 43 43 0 43 0
Rak Kayu 2 2 0 2 0
Router 1 0 0
Scanner
(Peralatan 6 6 0 9 3
Personal
Komputer)
Server 2 1 2 1
Sice 0 1 0 0




Kondisi Analisa
No Jenis barang Nama Barang Jumlah .
Baik | Rusak | Kebutuhan | Kekurangan
Televisi 4 4 0 4 0
Termometer
Standar 6 6 0 6 0
Tripod Camera 1 1 0 2 1
ALAT STUDIO Background 1 1 0 1 0
DAN ALAT
Camera
KOMUNIKASI Conference 1 1 0 4 3
Camera Digital 3 3 0 3 0
CCTV - Camera
Control Television 2 1 1 2 1
System )
Focusing
Screen/Layar 1 1 0 2 1
LCD Projector
Handy Cam 1 1 0 0]
Handy Talky (HT) 1 1 0 S 4
Sound System 1 1 0 0
Uninterruptible
Power Supply 22 18 4 50 32
(UPS)
Uninterupted
Power Supply 6 6 0 6 0
(UPS)
Wireless 1 1 0 2 1
W1‘reless Access 1 1 0 9 1
Point
ALAT-ALAT Kendaraan Roda 6 5 4 6 4
ANGKUTAN Empat
Sepeda Motor 15 12 3 15 3
INSTALASI Instalasi 1 0 1 1 1
BUKU
PERPUSTAKAAN | Buku 235 235 0 235 0
TOTAL 1026 972 54 1060 86
Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020
Dengan memperhatikan daftar asset yang dikelola Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul per 31 Desember

2020, kebutuhan sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia masih belum terpenuhi,

dari

kebutuhan 1060 barang telah terpenuhi sebanyak 1026 barang dengan

kondisi barang yang masih baik sebanyak 972 barang dan barang yang

rusak sebanyak 54 barang, akan tetapi kekurangan sarana prasarana

tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target organisasi dan

pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk kedepannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia masih memerlukan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Diperlukan penambahan Gedung atau ruangan untuk depo arsip, karena

depo arsip yang sekarang masih pinjam pakai dengan Dinas Pendidikan




Pemuda dan Olahraga. Depo arsip ini digunakan untuk menyimpan
dokumen kepegawaian dari semua ASN Kabupaten Bantul;
2. Pada tahun 2022 akan ada pembentukan UPT baru maka diperlukan

Gedung Assesment Center.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah
2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Tahun 2018
untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada
pencapaian visi misi Bupati, secara umum pelaksanaan program kegiatan
yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan nilai baik, hal ini terukur
dari pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasikan.

Berikut uraian secara ringkas capaian IKU Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2016-2021 sebagai berikut:






Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

Indikator Target Realisasi Rasio Capaian

Kinerja
Perangkat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 2017 2018 | 2019 | 2020 2021
Daerah

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
=9/3 | =10/4 |=11/5|=12/6| =13/7 |=14/8

Indikator Sasaran :

1 Persentase
Pemenuhan
Kompetensi
ASN

90 90 90 90.5 91| 91.30 84 89 | 89.03 | 90.14 | 82.38 | 91.30 93.3 98.8 98.9 99.6 90.5 100

2 Indeks
Kepuasan 73 80 80 81.7 81.8 82| 73.55| 81.32 | 82.44 | 87.24 | 88.33 82| 100.7 101.6 | 1,030 | 106.7 107.9 100
Aparatur

3 Persentase
pemenuhan
kebutuhan 17 17.6
ASN dalam
jabatan

Indikator Program:

Persentase
Ketepatan
realisasi 100 76 100
usulan
dokumen
kepegawaian

Persentase
pemenuhan
32;“1n13tra31 80 81 82 83 84 87| 81.7| 81.6| 96.8 84 108.75 | 100.86 | 99.51 | 115.23 100
dokumen
kepegawaian




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

Prosentase
Penempatan
ASN

100

124

Prosentase
Penempatan
ASN dalam
jabatan

85

86

86

87

87

81.55

87.14

89

83

87

95.94

101.32

103.48

95.4

100

Prosentase
Pemenuhan
Kebutuhan
ASN dalam
jabatan

17

Cakupan
pembinaan
disiplin
aparatur

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98

100

100

100

100

100

98

100

100

Persentase
aparatur
yang
memperoleh
dokumen
kompetensi

10

10

8.93

9.1

11.8

10

100

99.22

101.1

131.1

60

100

Indikator Kegiatan :

Jumlah PNS
yang
mengikuti
ujian dinas
dan
penyesuaian
ijazah

83

104

38

22

83

104

38

11

100

100

100

50

Jumlah PNS
yang diuji
kompetensi

1220

337

700

1220

397

714

100

117.80

102




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

dan
psikologi

Jumlah PNS
yang
mengikuti
diklat
struktural

145

70

76

145

70

76

100

100

100

Jumlah PNS
yang
mengikuti
diklat teknis

291

589

291

559

100

94.9

Jumlah PNS
yang
mengikuti
diklat
prajabatan

54

54

100

Jumlah PNS
yg mengikuti
diklat
fungsional

80

1231

80

985

100

100

80.01

Jumlah PNS
yang dikirim
untuk
mengikuti
diklat tugas
dan fungsi

22

21

95

Jumlah PNS
yang
mengikuti
diklat
kepemimpin
an, teknis,
fungsional

883

971

109.96




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2

10

11 12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17 18
=11/5 | =12/6

19
=13/7

20
=14/8

dan
prajabatan

Tersedianya
data dan
pengelolaan
tata naskah
kepegawaian

11000

10780

98

Jumlah
update data

2000

2000

100

Jumlah data
dan
pengelolaan
dokumen
kepegawaian

8000 | 8200

9491 8200

118.63 100

Jumlah PNS
yang
memenuhi
syarat untuk
mendapatka
n satya
lancana

630

500

400 400

630

500

338 240

100

100

84.5 60

Jumlah
analisa
kebutuhandi
klat pada
SKPD

100

Tersusunnya
Formasi
jabatan
berdasarkan

3332

3332

100




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

analisa
jabatan

Jumlah PNS
Golongan
III/a ke atas

9400

9336

99.31

Jml pejabat
kepala
SKPD,
eselon II, IV
& staf yg
mengurusi
anggaran
diatas 500 jt

9625

400

9240

400

96

100

Jumlah
Pelaporan
LP2P dan
LHKPN

400

400

395

380

98.75

95

Terlaksanan
ya proses
penilaian
angka kredit
yang tepat
waktu dan
sesuai
dengan
aturan
penilaian
yang berlaku

7000

6720

96

Jumlah PNS
yang
mengajukan
DUPAK

5344

4891




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11 12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

Jumlah
usulan
Karis,

Karsu,
Karpeg,
Kartu
Taspen,
Pengembalia
n Taperum
dan cuti PNS

850

850

100

Jumlah PNS
yang
melakukan
pelanggaran
kasus

15

15

10

12

10

80

66.6

90

Terlaksanan
ya uji
kesehatan
bagi PNS
yang
mengalami
masalah
kesehatan

31

20

65

Jumlah PNS
yang di uji
kesehatan

14

18

14

10

100

55.5

Jumlah PNS
yang
mengajukan
ijin
perceraian

15

18

15

15

13

18

100

72

120




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

Jumlah
penanganan
kasus
disiplin, uji
kesehatan
dan kasus
perceraian

40

45

112.5

Mengetahui
tingkat
kompetensi
dan kinerja
PNS

285

282

99

Jumlah
SKPD yang
disusun
standar
kompetensi
manajerialny
a

100

jumlah PNS
yang dinilai
kinerjanya

9000

8495

8000

7851

6199

8246

87.2

72.9

103

Jumlah PNS
penerima
pemberian
tunjangan,
cuti dan
pengembalia
n
bapertarum

3300

3297

99.9




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11 12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

Jumlah PNS
yang
mendapatka
n pelayanan
cuti

250

301

120.4

Jumlah PNS
yang
mendapatka
n layanan
karis, karsu,
karpeg dan
taspen

150

141

94

Jumlah PNS
yang
mengajukan
dan
verifikasi
pengembalia
n taperum

50

Jumlah PNS
yang
berbakat
yang
mengikuti
lomba lomba
HUT korpri

4800

4500

93.75

Jumlah
Kegiatan
HUT
KORPRI

100

Jumlah PNS
yang

350

443

126.5




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2

10

11 12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17 18
=11/5 | =12/6

19
=13/7

20
=14/8

mengajukan
Dokumen
Kepegawaian

Jumlah
Sosialisasi
TPP

125

Jumlah PNS
yang
ditempatkan
sesuai
formasi

3500

3500

100

Jumlah
peserta
seleksi
jabatan
pimpinan
tinggi
pratama

48

43

90

Jumlah PNS
Jabatan
Administrasi
dan JPT
yang
ditempatkan
sesuai
formasi

1000

645 1000

802

655 972

80.2

101.5 97.2

Jumlah PNS
jabatan
fungsional
yg
ditempatkan
sesuai
formasi

335 400

470 596

140.2 149




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

Jumlah
peserta
seleksi calon
praja IPDN

52

60

62

60

100

100

Jumlah
usulan
formasi

100

Tersusunnya
Formasi jab
berdasarkan
analisa
jabatan

3008

2917

97

Jumlah
peserta
seleksi CPNS

2000

2650

5000

54

3912

9221

2.7

147.6

184 .4

Jumlah
formasi
jabatan

2000

2643

132

Jumlah
seleksi Non
PNS

2400

2400

100

Jumlah PNS
yang tugas
belajar dan
ijin belajar

135

100

110

135

100

119

100

100

108

Jumlah PNS
yg mengikuti
Tugas
Belajar

114

Jumlah PNS
yang
mengajukan
ijin belajar

100

102

102




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

Jumlah PNS
yang
memenuhi
syarat
kenaikan
pangkat dan
pensiun

1600

1600

1600

1618

2033

1927

101

127

120.4

Pengiriman
PNS untuk
mengikuti
ujian dinas
dan PI

116

116

100

Pengiriman
PNS untuk
mengikuti
pengukuran
kompetensi
dan tes
psikologi

50

300

40

300

80

100

Pemahaman
peserta
diklat/bimte
k meningkat
80%

115

744

143

744

124

100

PNS yang
mengikuti
diklat
teknis,
struktural
dan
prajabatan

43

144

27

144

62.7

100




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11

12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

PNS yang
mengajukan
ijin belajar
dan
mengikuti
tugas belajar

50

50

175

50

350

100

peserta
seleksi

9000

8039

89.3

Seleksi calon
ASN

1200

12000

100

dokumen
usulan
formasi

100

Penyusunan
formasi

100

Dokumen
pegawai
terupdate

8900

8900

100

laporan
updating
data kepeg

12

12

100

Dokumen
LHKPN

300

136

385

136

128

100

Dokumen
Sasaran
Kinerja
Pegawai
(SKP)

8500

8324

7743

8324

91

100

Penanganan
kasus
disiplin, uji
kesehatan &

40

37

36

37

90

100




No

Indikator
Kinerja
Perangkat
Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018 | 2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

10

11 12

13

14

15
=9/3

16
=10/4

17
=11/5

18
=12/6

19
=13/7

20
=14/8

kasus
perceraian

Prestasi ASN

100

Penghargaan
PNS
berprestasi

300

240

239

240

79.6

100

Dokumen
pencairan
TPP tepat
waktu

1152

1152

1152

1152

100

100

PNS yang
mengajukan
dok kepeg

600

500

1086

500

181

100

PNS yg
memenuhi
syarat
kenaikan
pangkat dan
pensiun

1800

1600

1800

1795

100

112

PNS yang
memenuhi
syarat
kenaikan
pangkat

1400

1400

100




Indikator Target Realisasi Rasio Capaian

Kinerja
Perangkat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 2017 2018 | 2019 2020 2021
Daerah

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
=9/3 | =10/4 |=11/5|=12/6| =13/7 |=14/8

PNS jabatan
fungsional
tertentu

yang
ditempatkan 500 550 589 550 117.8 100

sesuai
formasi

PNS jabatan
administrasi
dan JPT
yang 570 375 788 375 138 100
ditempatkan
sesuai
formasi

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021
Keterangan: Angka realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode Renstra Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua)
indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pelayanan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Pencapaian Indikator Kinerja
Utama dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang
baik. Target yang ditetapkan tahun 2016 adalah 90% terealisasi
sebesar 84% atau tercapai 93.3%, target yang ditetapkan tahun 2017
adalah 90% terealisasi sebesar 89% atau tercapai 98.8%, target yang
ditetapkan tahun 2018 adalah 90% terealisasi sebesar 89.03% atau
tercapai 98.9%, target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90.5%
terealisasi sebesar 90.14% atau tercapai 99.6%, target yang
ditetapkan tahun 2020 adalah 91% terealisasi sebesar 82.38% atau
tercapai 90.5%, dan target yang ditetapkan tahun 2021 adalah
91.30%, diperkirakan akan terealisasi sebesar 91.30% atau tercapai
100%.

Capaian IKU Persentase pemenuhan kompetensi ASN dapat
dilihat dari jumlah ASN Jabatan Fungsional, Jumlah ASN Jabatan
Struktural (Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pimpinan Tinggi), ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi.
Sehingga dari formula perhitungannya, persentase pemenuhan
kompetensi ASN yaitu jumlah aparatur yang kompeten sesuai jabatan
dibagi jumlah total aparatur dikali 100%.

Dalam proses pencapaian IKU Persentase Pemenuhan Kompetensi
ASN tersebut terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan PNS yang memiliki kompetensi karena pensiun
dan mutasi yang terkadang penempatan tidak sesuai dengan latar
belakang pendidikan.

2. Masih ada jabatan fungsional yang kosong karena belum ada yang
memenuhi kualifikasi jabatannya.

3. Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang
belum terisi yang disebabkan belum terpenuhinya kompetensi
jabatan, dan mulai pada akhir tahun 2019 beberapa peningkatan
kompetensi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi covid-19
yang sampai saat ini belum usai.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program

yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Terwujudnya ASN yang



kompeten sesuai jabatan. Program yang dilaksanakan untuk sasaran

strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
indikator Persentase aparatur yang memperoleh dokumen
kompetensi. program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
b. Kegiatan Uji Kompetensi dan Psikologi
c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS
d. Kegiatan Penyelengaraan Pendidikan PNS
e. Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN

Program ini mendukung pencapaian sasaran karena
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan untuk
peningkatan  kompetensi ASN seperti pengiriman dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengiriman peserta uji
kompetensi dan psikologi, pengiriman ujian dinas dan penyesuaian
ijazah bagi PNS yang akan naik pangkat dari golongan II ke

golongan IIl dan pemberian fasilitasi tugas belajar serta ijin belajar.

2. Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna tugas PNS
dengan indikator Persentase penempatan aparatur dalam jabatan.
Program ini mendukung sasaran karena kegiatan yang
dilaksanakan meliputi;

a. Kegiatan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS
b. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional

c. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT.

b. Indeks Kepuasan Pegawai (IKP).

Dalam rangka mewujudkan good governance dimana
akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan
dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Aparatur Sipil Negara
sebagai pelayan publik harus mampu memberikan pelayanan yang
akuntabel (pelayanan prima) di sektor publik yang tidak bisa ditunda-
tunda. Untuk menerapkan pelayanan prima, harus diciptakan dahulu
hal-hal yang menjadi standar pelayanan prima. Setiap
penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan. Standar ini harus dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima layanan (masyarakat). Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan, wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Upaya



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

dalam memudahkan tugasnya dan melaksanakan satu langkah

reformasi birokrasiadalah penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP).

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bantul telah melakukan survey kepuasan pegawai. Para pegawai yang
merasa puas merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan
produktifitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan. Survey
tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam proses pencapaian IKU Indeks Kepuasan Aparatur tersebut
terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Responden yang melakukan pengisian kurang memahami
pertanyaan dengan baik.

2. Produk layanan yang diberikan berhubungan dengan instansi
eksternal, sehingga BKPP tidak bisa memprediksi waktu
penyelesaian.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program
yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas
pelayanan bagi aparatur. Program yang dilaksanakan untuk sasaran
strategis adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
dengan indikator Persentase Pemenuhan administrasi dan dokumen
kepegawaian dan indikator Cakupan pembinaan disiplin PNS, program
ini didukung kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai,

b. Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN,

c. Kegiatan Penilaian PNS,

d. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan,

e. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi,

f. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNS.

Pemenuhan terhadap kedua sasaran tersebut juga didukung
oleh program- progam sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.



2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Serapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 87%, hal tersebut
dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak
dapat terserap sepenuhnya yaitu kegiatan Penyusunan rencana pembinaan
karir PNS. Dalam kegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran yang cukup
besar karena pelaksanaan Assesment pejabat struktural yang semula
direncanakan bekerjasama dengan pihak Universitas Gajah Mada dalam
bentuk pengiriman, di laksanakan sendiri dengan mendatangkan tenaga
ahli dari Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk serapan anggaran pada tahun 2017 mencapai 79.59%, hal
tersebut dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran
yang tidak dapat terserap sepenuhnya yaitu kegiatan Pengembangan Diklat
(Analisa kebutuhan diklat, penyusunan modul, penyusunan pedoman
diklat). Dalam kegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran yang cukup
besar karena pelaksanaan pengembangan diklat/analisa kebutuhan diklat
yang semula direncanakan dengan mengundang OPD dalam diskusi hanya
dilaksanakan dengan menyebar angket.

Pada tahun 2018 serapan anggaran mencapai 85,4%, hal tersebut
dikarenakan dalam perubahan anggaran terdapat mata anggaran yang tidak
dapat terserap sepenuhnya. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya
kurang dari 80% adalah:

a. Ujian Dinas dan Penyesuian Ijazah terserap 19% karena anggaran untuk
pelaksanaan ujian dinas yang sedianya akan diselenggarakan sendiri
tidak digunakan karena Ujian Dinas hanya mengirim peserta ke Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi DIY.

b. Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN terserap 65% karena proses
penerimaan CPNS sampai dengan akhir tahun belum selesai. Jadwal
pelaksanaan kegiatan yang mundur tersebut mengakibatkan anggaran
yang tersedia belum dapat direalisasikan.

c. Pelaporan LP2P dan LHKPN terserap 69% karena adanya peraturan baru
bahwa pelaporan LP2P sudah tidak diwajibkan lagi.

d. Penilaian PNS terserap 68% karena kegiatan sosialisasi tidak
dilaksanakan.

e. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS terserap 70%
karena efisiensi pada honor narasumber sosialisasi.

Tahun 2019 bulan Maret pandemi covid-19 mulai masuk ke Indonesia,
sehingga pada bulan Mei - Juni dilakukan refocusing anggaran untuk
menghadapi pandemi ini. Dan kegiatan diklat yang dialokasikan cukup

besar tidak dapat dilaksanakan.



Tahun 2020 kegiatan dalam upaya penanggulangan pandemi covid 19
masih dilanjutkan, meskipun sudah dengan program new normal, akibat
masih tingginya kasus maka banyak kegiatan utamanya diklat yang
mengalami penundaan/penjadwalan ulang; sedang kegiatan yang lainnya
dilakukan secara daring sehingga anggaran yang digunakan juga mengalami

pengurangan.



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.3.2.

1

Kabupaten Bantul
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Uraian Anggaran**) Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran
Kiﬁ?:;;n 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021
Keterangan: Angka realisasi Tahun 2021 merupakan angka perkiraan.




2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi

oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang

adalah sebagai berikut:

1.
2.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme ASN;
Pemberlakuan sistem merit dalam pelaksanaan manejemen Aparatur
Sipil Negara;

Program Gerakan Indonesia Melayani yang merupakan salah satu
Gerakan Nasional Revolusi Mental,

Era Revolusi Industri 4.0;

Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA.

Sedangkan peluang bagi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber

Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai

berikut:

1.

a K b

Dukungan Dana Keistimewaan.

Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur.
Penempatan jabatan berdasarkan kompetensi.
Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian.

Teknologi informasi yang semakin berkembang.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian

dan Fungsi

Pengembangan Sumber Daya Manusia masih menghadapi beberapa
permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :
Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah
Tingkat
Profesionalisme ASN
masih Rendah

Masalah Pokok

Masalah

Akar

Masalah

Tingkat
kedisiplinan
aparatur
masih
rendah

1. Lemahnya
penegakan
aturan

. Kesadaran
Perangkat
Daerah untuk
melaporkjan
kasus
indisipliner
masih rendah

Pengemban
gan
kompetensi
belum
optimal

Belum adanya
Analisa
kompetensi
jabatan

Tabel 3.1

Penilaian
kinerja
belum
dilakukan
secara
profesional

Penegakan
aturan belum
dilakukan
sepenuhnya

Kebutuhan ASN
dengan
kualifikasi
pendidikan
tertentu belum
terpenuhi

Jumlah ASN
yang
memenuhi
persyaratan
terbatas

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 Tingkat Tingkat Lemahnya
profesionalisme kedisiplinan penegakan
ASN masih aparatur aturan
rendah masih rendah
Kesadaran
Perangkat
Daerah untuk
melaporkan
kasus indisipliner
masih rendah




No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
Pengembangan Belum adanya
kompetensi Analisa
belum optimal kompetensi
jabatan
Penilaian Penegakan
kinerja belum aturan belum
dilakukan dilakukan
secara sepenuhnya
profesional
Kebutuhan Jumlah ASN
ASN dengan yang memenuhi
kualifikasi persyaratan
pendidikan terbatas
tertentu belum
terpenuhi

4.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun
2021-2026, maka tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 “Penguatan Reformasi
Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel,
Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima”. Faktor-faktor pendorong dan
penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah

sebagai berikut :



Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera
dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI
yang berBhineka Tunggal Ika

Program Bupati-

pedoman pola
karir bagi PNS

Misi Wakil Bupati Faktor Penghambat Faktor Pendorong
terpilih
Penguatan | Penataan e Masih rendahnya Adanya peraturan
Reformasi | organisasi, minat dari ASN perundang-
Birokrasi perbaikan untuk undangan bidang
Menuju ketatalaksanaan meningkatkan kepegawaian;
Pemerinta | dan kompetensi Reformasi
han Yang | pengembangan |e Masih Birokrasi di
Efektif, sumber daya rendahnya ASN bidang
Efisien, aparatur yang sumberdaya
Bersih, memahami aparatur;
Akuntabel, peraturan Teknologi
Dan perundang- informasi yang
Menghadir undangan di terus
kan bidang berkembang;
Pelayanan kepegawaian Aparatur
Publik e Masih manajemen
Prima. rendahnya kepegawaian
tingkat yang memadai;
Kesejahteraan Fasilitas
Pegawai sarana dan
e Masih adanya prasarana
kasus-kasus yang memadai;
pelanggaran Dukungan
disiplin PNS anggaran
e Belum ada pembiayaan

yang konstan.

4.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

4.3.1 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara

merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu

atau beberapa program.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan

Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:




Tabel 3.3 Matriks Target Kinerja Badan Kepegawaian Negara 2020-2024

Sasaran Strategis dan Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Kinerja Utama

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS 1: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional

dalam menerapkan Manajemen ASN

1 Persentase instansi % ) 20 40 60 100
pemerintah yang telah
menyelenggarakan Tata
Kelola Manajemen ASN
sesuai NSPK

2 | Persentase instansi % 85 90 100 100 100
pemerintah yang
melakukan pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN

CUSTOMER PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS 2 : Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian

yang berkualitas prima

3 | Indeks kepuasan Indeks 85 86 87 88 95
masyarakat terhadap
Pembinaan Manajemen
ASN yang diselenggarakan
BKN

4 | Indeks kepuasan Indeks 85 86 87 88 95
masyarakat terhadap
layanan kepegawaian yang

diselenggarakan BKN

INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)

SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen
ASN

S5 | Persentase pemenuhan % 100 100 100 100 100
regulasi teknis dan

instrumen manajemen ASN

SASARAN STRATEGIS 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem
Informasi ASN

6 Persentase Sistem % 85 90 95 100 100

Informasi Kepegawaian




Sasaran Strategis dan Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Kinerja Utama

Pengelola ASN yang

terientegrasi dengan SI ASN

SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan

layanan Manajemen ASN

7 | Persentase layanan % 75 80 85 90 95
Manajemen ASN yang

berbasis digital

SASARAN STRATEGIS 6 : Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN

8 Persentase Rekomendasi % 30 65 85 95 100
hasil pengawasan dan

pengendalian kepegawaian

yang ditindaklanjuti

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS 7 : Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif,
Efisien dan Akuntabel

9 | Indeks profesionalitas ASN Indeks 77 77 78 78 80
BKN

10 | Indeks Maturitas SPBE Indeks 3 3,2 3,5 3,7 4
BKN

11 | Indeks Pelaksanaan Nilai 80 81 82 83 85

Reformasi Birokrasi BKN

12 | Skor atas Hasil Evaluasi Nilai 75 77 79 81 85
Akuntabilitas Kinerja BKN

13 | Opini atas Laporan Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Keuangan BKN

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian
Negara tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan

Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut




Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bantul

Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara

No Sasaran Jangka Faktor Pendorong Faktor Penghambat
Menengah Renstra
Badan Kepegawaian
Negara

1 | Terwujudnya Instansi | Banyaknya tawaran | 1. Belum optimalnya
Pemer.intah yang | peningkatan SDM pemberdayaan diklat
Profesional dalam | yengan memberikan pada masing-masing
ﬁ;ﬁ;?giin ASN kese@patgn OPD (belum

mengikuti sepenuhnya relevan
Pendidikan dan dengan tugas dan
pelatihan bagi PNS jabatan);

2. Rendahnya minat ASN
untuk mengikuti
diklat.

2 | Terwujudnya Transformasi Belum terintegrasinya
Pembinaan dan | Pelayanan Publik | sistem aplikasi
Pelayanaq yang berbasis | Kepegawaian
Kepegavyalan . YAN& | elektronik (e-service)
berkualitas prima

3 | Terwujudnya Diberlakunya Belum ditindaklanjuti
pemenuhan kebijakan | Undang-Undang dengan peraturan bupati
teknis manajemen | Nomor S Tahun 2014
ASN tentang Aparatur

Sipil Negara

4 | Terwujudnya Teknologi informasi | Kurangnya SDM yang
peningkatan kualitas | yang semakin | menguasai teknologi
Data dan  Sistem | berkembang informasi khususnya
Informasi ASN programmer

S5 | Terwujudnya Pesatnya teknologi | Kondisi dokumen yang
peningkatan digitalisasi sudah usang dan ketidak
digitalisasi lengkapan dokumen
penyelenggaraan pendukung
layanan Manajemen
ASN

6 | Terwujudnya Penilaian dan | Kurangnya
peningkatan kualitas | pengawasan yang | pengawasan
pengawasan dan | dilakukan secara | pengendalian intern
pengendalian berkala oleh lembaga
pelaksanaan yang mengelola ASN
Manajemen ASN

7 | Terwujudnya Komitmen Pimpinan | Ketidaklengkapan
Manajemen Internal | untuk mencapai | dokumen pendukung
BKN yang Efektif, | nilai yang baik dari | penilaian
Efisien dan Akuntabel | Instansi Pembina

Kepegawaian




4.3.2 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu-isu strategis sebagai hal-hal pada penyelenggaraan Urusan

Kepegawaian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam reformasi
pelayanan publik untuk mewujudkan Good Governance dalam
pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya
aparatur Pemerintah Daerah;

Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan
kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya
aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
mengembangkan kompetensi;

Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi
pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem dengan prinsip
The Right Man on The Right Job melalui optimalisasi pengukuran
kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center,

Pemetaan pegawai dengan manajemen talent untuk mewujudkan
manajemen suksesi dalam implementasi merit system sesuai amanah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian
untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi-
instansi terkait;

Pengembangan sistem reward dan punishment dengan mengedepankan
kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

Tersedianya aparat yang memiliki kompetensi dan daya saing guna
merespon dinamika pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat.
Peningkatan akses informasi dan pelaksanaan pembangunan daerah
yang responsif terhadap isu-isu NAPZA dan HIV/AIDS, responsif gender
serta responsif terhadap Penanggulangan Risiko Bencana.

Tujuan perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah Mewujudkan Peningkatan

Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan

secara Profesional. Sedangkan Sasaran perencanaan strategis Badan

Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah

Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam

pelayanan publik secara profesional aparatur secara efisien dan efektif dalam

pelayanan publik secara profesional.



Tabel 3.5

Target Kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2017-2022

Indikator Tujuan dan

Sasaran

Target

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran

1. Persentase pegawai
sesuai kebutuhan
pegawai (formasi dan

bezzeting)

77 79 81

83 85

2. Persentase
pegawai perangkat
daerah dengan
data kepegawain
terintegrasi, valid

dan update

61.6 80.8

Sumber: Renstra BKD DIY

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BKPSDM Kabupaten Bantul

Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BKD DIY

Sasaran Jangka
No Menengah Renstra

Badan Kepegawaian

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

Efisien dan Efektif
dalam Pelayanan
Publik secara
Profesional

tersaji melalui sistem
aplikasi;

e Infrastruktur teknologi
informasi;

e Tersedianya
sumberdaya aparatur
yang berkualitas dan
memiliki kinerja yang
baik;

Daerah DIY
e Keterbukaan informasi
publik;
e Kerjasama dalam proses
| k ian;
. pe aya?an epegawalan, Kinerja PNS yang
1. Meningkatnya e Tersedianya uraian e
Kualit ¢ ] d dinilai kurang
uali ‘as uga.s yang J(.e as pa a. optimal oleh
Manajemen masing-masing fungsi,
. masyarakat;
Aparatur secara e Data Kepegawaian yang

Teknologi informasi
yang terlalu cepat
berubah;

Adanya kebijakan
moratorium
pegawai




4.4 Telaahan RTRW dan KLHS

4.4.1 Telaah RTRW
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 — 2030, tugas dan fungsi
BKPSDM tidak berkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang dalam

RTRW sehingga tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

4.4.2 Telaahan KLHS
Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

2021-2024 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait
pilar hukum dan tata kelola. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan

BKPSDM ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7

Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB

Arahan Hasil KLHS

Rekomendasi Program
Hasil KLHS

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

Persentase keterwakilan
perempuan sebagai
pengambil keputusan di
lembaga eksekutif
(Eselon II dan III)

Meningkatkan
pendidikan dan pelatihan
bagi perempuan di
lembaga eksekutif

Rekomendasi Indikator
TPB: Keterwakilan
perempuan pada eselon I
dan II sebesar 18,33% pada
Tahun 2024

Program Pendidikan dan
Pelatihan

Motivasi yang masih
rendah dari dalam
diri perempuan
aparatur sendiri
untuk
mengembangkan
potensi diri

Penempatan jabatan
berdasarkan kompetensi




4.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana telah dikaji pada
sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan ditangani pada periode
Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aparatur yang inovatif dan kreatif;

2. Peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan;

3. Aplikasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi,
4

. Penegakan sistem reward dan punishment.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu S tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan

pada tabel berikut :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

. . Tahun baseline Target Kondisi
Tujuan Sasaran Inilkat;)r Tujuan | Capaian | Kondisi Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | akhir
an Sasaran 2020 ;(‘)"’;i 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Renstra
Terwujudnya Nilai EPPD n/a 3,4463 |4,1315 | 4,1815|4,2315|4,2815|4,3315|4,3315
penyelenggaraan
pemerintahan
yang berkinerja
tinggi dan
akuntabel
Meningkatnya Capaian Indeks 68,08 68,5 69 70 71 72 73 73
profesionalisme | Profesionalitas
ASN ASN




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan pembangunan selama S tahun guna mencapai
sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi yang disusun harus dapat menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif
dan efisien. Untuk menyusun strategi dilakukan dengan analis dengan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan yang dalam hal ini menggunakan analisis SWOT yang
dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 5.1
ANALISIS SWOT

FAKTOR-FAKTOR
INTERNAL

FAKTOR-
FAKTOR
EKSTERNAL

KEKUATAN (STRENGTHS)

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

. Komitmen pimpinan untuk mengembangkan

kualitas sumber daya aparatur;

. Tersedianya sumber daya manusia potensial

yang melimpah;

. Data Kepegawaian yang tersaji melalui

aplikasi;

. Tersedianya Infrastruktur teknologi informasi
. Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya

Pemerintahan SATRIYA.

. Belum optimalnya manajemen sumber daya

manusia;

. Belum adanya pedoman pola karier ASN ;
. Masih rendah dan belum meratanya Kesejahteraan

ASN;

. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam eselon I

dan II

. Pemahaman budaya daerah yang rendah.

PELUANG (OPPORTUNITIES)

Asumsi Strategi SO

Asumsi Strategi WO

1. Reformasi birokrasi di bidang
sumber daya aparatur;
2. Penempatan jabatan berdasarkan

kompetensi

3. Kerjasama dalam proses pelayanan
kepegawaian;

4. Teknologi informasi yang semakin
berkembang;

5. Dukungan Dana Keistimewaan

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya
Aparatur; (S1-2 + 01,2,3)

Mewujudkan Lembaga assessment center
yang profesional; (S1-2 + 01,2,3)
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi untuk pengembangan SDM;
(S3-4 +03)

Meningkatkan pengelolaan tata laksana
kepegawaian dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi; (S3-4
+ 03)

Peningkatan Budaya Pemerintahan ;(S5 +
05)

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan
aparatur; (W1-4 + O1)

2. Menyusun pedoman pola karir sebagai panduan
karir ASN;(W2-4 + O1-2)

3. Meningkatkan peran pengawasan dalam rangka
meningkatkan disiplin pegawai melalui
teknologi informasi; W1 + 03-4)

4. Peningkatan Kesejahteraan aparatur berbasis
kinerja dan teknologi informasi; (W3 + O3-4)

S. Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan; (WS +
05)

ANCAMAN (THREATS)

Asumsi Strategi ST

Asumsi Strategi WT

Situasi kondisi politik nasional dan

lokal (dalam komitmen pengembangan

SDM Aparatur);

2. Belum pulihnya kepercayaan
masyarakat terhadap aparatur;

3. Semakin kritisnya pola pikir

masyarakat.

. Melakukan Penegakan hukum dan peraturan

perundang-undangan bidang kepegawaian
yang memenuhi rasa keadilan; (S1 + T1-2)

. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan

aparatur berbasis kompetensi; (S1-2 + T1-2-3)

. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap

aparatur maupun masyarakat. (S1-2-4 + T2-3)

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang kepegawaian; (W1-2 + T 1)

2. Menerapkan prinsip-prinsip analisis jabatan
dalam penataan pegawai; (W2-4 + T1-2)

3. Menerapkan teknologi informasi dalam
pelayanan kepegawaian.(W3-4-5 + T1-2-3)




Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh 16 strategi, maka
dilakukan pengelompokkan strategi untuk menentukan strategi yang

paling tepat untuk dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Pengelompokkan

strategi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Pengelompokkan Strategi

Strategi dari Analisis Swot

Kelompok Strategi

Mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi untuk
pengembangan SDM

Meningkatkan pengelolaan tata
laksana  kepegawaian dengan
memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi

Meningkatkan mutu pelayanan
terhadap aparatur maupun
masyarakat

Menerapkan teknologi informasi
dalam pelayanan kepegawaian

Perwujudan Perencanaan
dan pengadaan sumber
daya aparatur yang efektif
dan efisien serta
pengelolan tata laksana
kepegawaian yang
berbasis teknologi
informasi

Meningkatkan kompetensi Sumber
Daya Aparatur

Mewujudkan Lembaga assessment
center yang professional

Peningkatan Budaya Pemerintahan

0|

Menyusun pedoman pola karir
sebagai panduan karir ASN

Penyelenggaraan Diklat

Keistimewaan

10

Meningkatkan pembinaan dan
pengembangan aparatur berbasis
kompetensi

11

Menerapkan prinsip-prinsip
analisis jabatan dalam penataan
pegawai

Peningkatan kompetensi
aparatur dan Perwujudan
ASN yang berkarakter

12

Meningkatkan pembinaan dan

pengembangan aparatur

13

Meningkatkan peran pengawasan
dalam rangka meningkatkan
disiplin pegawai melalui teknologi
informasi

14

Peningkatan
aparatur berbasis
teknologi informasi

Kesejahteraan
kinerja dan

15

Melakukan Penegakan hukum dan
peraturan  perundang-undangan
bidang kepegawaian yang
memenuhi rasa keadilan

16

Melakukan sosialisasi
perundang-undangan
kepegawaian

peraturan
bidang

Peningkatan
aparatur

disiplin




Berdasarkan analisis tersebut, strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
Aparatur

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,

VISI Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Tka
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang
Misi I efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan
pelayanan publik prima
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Perwujudan Perencanaan
perencanaan dan rekruitmen
dan pengadaan secara terbuka
sumber daya dan independen
aparatur yang
efektif dan Pengelolaan
efisien serta Data dan
pengelolan tata dokumen
laksana aparatur yang
kepegawaian akurat dan
yang berbasis peningkatan
teknologi layanan
informasi kepegawaian
Penempatan
dan Promosi
secara
- 4 kompetitif dan
pZ;‘;Iellj:ngI;};?aa Meningkatnya Eenmgi{ata‘n terbuka
n pemerintahan profesionalisme OMIPETens] Pelaksanaan
ASN aparatur dan

yang berkinerja
tinggi dan
akuntabel

Perwujudan ASN

yang
berkarakter

dan pengiriman
pendidikan dan
pelatihan
aparatur

Penyelenggaraa
n diklat
keistimewaan

Peningkatan
disiplin aparatur

Pemberian
tambahan
penghasilan
berbasis
jabatan dan
kinerja

Perwujudan
aparatur yang
berintegritas
dan berdisiplin




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta
pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan
berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk
program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan dan
indikator Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur disajikan

pada tabel berikut:



Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Tabel 6.1.

Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Pen?.nggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oufi::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)

(1) ) @) 4) () (7) ®) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Terwujudn Nilai Hasil n/a 34.463 41.315 41.815 42.31 42.815 43.315 43.315 BKPSDM Kab.
ya EKPPD Penilaian S Bantul
penyeleng KemenPA
garaan N RB atas
pemerinta Laporan
han yang Kinerja
berkinerja Pemerinta
tinggi dan h Daerah
akuntabel

A Capaian Hasil 68.08 68.5 69 70 71 72 73 73 BKPSDM Kab.
Menin Indeks Penilaian Bantul
gkatn Profesionali | BKN atas
ya tas ASN Indeks
profes Profesiona
ionalis litas ASN
me Kabupate
ASN n Bantul

Program Capaian ASN yang n/a 7 Persen 20 ° 40 ° 60 ° 75 ° 90 Persen ° 90 Persen ° Bidang Kab.
Penyelengg internalisas | mendapat Persen =] Persen o Persen o Persen o o =] Pengemba Bantul
araan i kan 8 : : : ‘: : ngan
Keistimewa | Keistimewa internalis N 0 0 0 0 O Kompeten
. ~ (=} (=} (=} o o .
an an pada asi - - - - - ° si dan
Yogyakarta ASN di Keistimew 3 E E E g g Diklat
Urusan Kabupaten aan dibagi o ASN
Kelembagaa | Bantul jumlah
n Dan seluruh
ASN
(jabatan
administr
g ator dan
- pengawas)
g dikali
100%




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Peningkata Persentase Tingkat n/a 100 100 °o 100 ° 100 ° 100 ° 100 Persen ° 100 Persen ° Bidang Kab.
n Budaya peningkata pemaham Persen Persen 8 Persen 8 Persen 8 Persen 8 8 8 Pengemba Bantul
Pemerintah | n an o < < < < < ngan
an pemahama merupaka l(:l g g g g g Kompeten
n peserta n - - - - - 9 si dan
Diklat represent © < < < < < Diklat
Internalisas | asi hasil ® = = = = 2 ASN
« i pre test
(=] dibanding
q kan
g dengan
- post test
g dikali
100%
o Penyelengga | Jumlah ASN 90 90 o 90 orang o 90 orang o 449 Orang o Sub Kab.
S raan Diklat yang o orang o orang 2 2 i 8 Bidang Bantul
g Keistimewaa | mengikuti 8 1% < < < < Diklat
g i ; 4 0 0 o) ©
a n d1l§lajc n/a 30 Orang 59 8 » < e e <
< Kabupaten/ keistimewaa orang ~ o — — — )
< ~ — N + N <
— n 0 s ~ ~ ~ ™
Q ™ ~ )
<
Program Persentase Jumlah n/a n/a 30 ° 31 ° 32 ° 32 ° 32 persen ° 32 persen ° BKPSDM Kab.
Kepegawaia | pengisian tambahan persen § persen S persen ] persen 8 8 g Bantul
n Daerah kebutuhan formasi P S 9 ~ ~ o
formasi yang g g g 1(2 % a
ASN disetujui » P ~ 9 ~ <+
Menpan 2 b 5 g 3 5
dibagi % S S S S ¢
jumlah ]
kekuranga
n
g kebutuhan
8' formasi
d dikali
© 100%
Peta Jumlah n/a n/a 6 9 12 15 18 persen 18 persen BKPSDM Kab.
Kompetensi | aparatur persen persen persen persen Bantul
ASN yang
sudah
dinilai
potensinya
dibagi
jumlah
total ASN




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Pen?.nggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) (3) (4) (5) (7) (8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase Jumlah n/a n/a 100 100 100 100 100 persen 100 persen BKPSDM Kab.
Penangana pelanggara persen persen persen persen Bantul
n Terhadap n yang
Pelanggara tertangani
n Disiplin dibagi
pelanggara
n disiplin
dikali
100%
Pengadaan. Persentase Jumlah n/a n/a 95 ° 95 ° 95 ° 95 ° 95 persen ° 95 persen ° Bidang Kab.
Pemberhen Keakuratan | perbedaan persen E persen 3 persen 3 persen S 2 g Pengadaa Bantul
- tian dan Data ASN data o 0 0 0 0 0 n dan
=] Informasi dalam < ] ] ] 9 ?g Mutasi
2 Kepegawaia rekonsilia S % - o 0 o ASN
§ | nasw si data 8 8 3 3 3 2
o dibagi - - - - - o
s jumlah
total ASN
Penyusunan | Usulan 1 1 1 o 1 o 1 o 1 o 1 Dokumen o 6 Dokumen o Sub Kab.
Rencana formasi Dokum | Dokumen | Dokume =4 Dokum = Doku = Dokume = =4 8 Bidang Bantul
Kebutuhan. en n S en S men S n S P = Pengaddaa
Jenis dan S S S S S 5 n,
g Jumlah o = = = o =} Pemberhen
— Jabatan S 8 8 8 8 8 tian dan
e untuk — — — — — 103 Informa
2 Pelaksanaan si
S Pengadaan
3 ASN
n
Proyeksi n/a n/a 8646 8671 8691 8711 8733 Orang 8733 Orang
Jumlah ASN Orang Orang Orang Orang
Seleksi 9000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Orang 12000 Orang
calon ASN Orang Orang Orang Orang Orang Orang




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) (3) (4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Evaluasi Verifikasi n/a 525 o 504 o 396 o 402 o 427 Orang ° 2254 Orang o Sub Kab.
>~ Pemberhenti | ASN Orang 3 Orang S Orang S Orang S S 2 Bidang Bantul
8 an ASN Pensiun ~ I I I I ~ Pengaddaa
2 & = = 3 3 & n,
2 — o oS o 0 — Pemberhen
=} © ~ &~ &~ ~ S tian dan
8 Informasi
n
Pengelolaan Laporan n/a 12 24 o 24 o 24 o 24 o 24 Dokumen ° 24 Dokumen o Sub Kab.
- Data updating Dokumen | Dokume & Dokum 8 Doku 8 Dokume 2 2 3 Bidang Bantul
- Kepegawaia data n S en o men o n S P & Pengaddaa
e n kepegawaia Q Q a a a 3 n,
2 n ISo) 0 0 ~ o o Pemberhen
=] © © © © ~ 2 tian dan
8 Informasi
10
Profil n/a n/a 1 1 1 1 1 Dokumen 5 Dokumen
Kepegawaia Dokume Dokum Doku Dokume
n n en men n
Mutasi dan Persentase Jumlah n/a n/a 79 °o 79 o 80 o 80 o 80 Persen °o 80 Persen ° Bidang Kab.
Promosi pengisian bezeting Persen 8 Persen o Persen o Persen o o o Pengadaa Bantul
ASN JPT. JPT. g 2 2 3 S g n Mutasi
Administrat | Administr po S S S 5 a9 ASN
or. ator. < - % o B S
Pengawas Pengawas N ltg 3 % 3 8
dan dan JF o
Jabatan dibagi
« Fungsional Jumlah
=} kebutuha
N n JPT.
g Administr
5] ator.
g Pengawas
dan JF
Pengelolaan Mutasi ASN n/a 550 3000 ° 300 o 300 o 300 o 300 ° 4200 Dokumen o Sub Kab.
< Mutasi ASN orang Dokume 2 Dokum S Doku S Dokume S Dokumen S 2 Bidang Bantul
S n — en N men N n ~ P = Mutasi
S g b b S S 8 dan
8 2 ™~ ~ = I S Kepangkat
2 — — — N N ) an
Q
15—




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan PNS yang n/a 1400 800 o 800 o 800 o 800 o 800 Orang o 4000 Orang o Sub Kab.
g Kenaikan memenuhi orang Orang 1= Orang S Orang S Orang S 1= S Bidang Bantul
g’ Pangkat syarat S - - - S o Mutasi
o ASN kenaikan % g g g 8 S dan
I pangkat o o ~ ) I o Kepangkat
=} S| < n © © rel an
s — — — — — o~
e
T}
- Pengelolaan Promosi n/a 375 250 o 250 o 250 o 250 o 250 o 1250 Dokumen o Sub Kab.
= Promosi ASN orang Dokume S Dokum S Doku S Dokume S Dokumen 1= 8 Bidang Bantul
g ASN n w en % men % n % o ~ Mutasi
o & 8 8 8 = & dan
gi = < < o) =} o Kepangkat
> 0 o © e} =~ 0
o ™ < < < <+ — an
= o]
n
Perempuan n/a n/a 52 PNS 55 PNS 58 PNS 61 PNS 63 PNS 63 PNS
yang
Menempati
Jabatan
Eselon IT
dan IIT
Pengemban | Persentase Jumlah n/a n/a 6 ° 9 ° 12 ° 15 ° 18 Persen ° 18 Persen ° Bidang Kab.
gan ASN aparatur Persen 8 Persen 8 Persen 8 Persen 8 8 8 Pengemba Bantul
Kompetensi | yang yang o S B B v o ngan
o ASN mengikuti mengikuti ~ ] o o o I Kompeten
R e ~ (2] n n n ) .
(=] pendidikan pendidika - o <+ s ] <+ si dan
N dan n dan <+ b < © ® o Diklat
o i i & § o o o ®
° pelatihan pelatihan 9 ¢ o o e o ASN
1) dibagi &
g jumlah
total ASN
R Peningkatan | Pengiriman 116 98 Orang 75 o 40 o 40 o 53 o 50 Orang o 258 Orang o Sub Kab.
3 Kapasitas PNS untuk Orang Orang = Orang S Orang S Orang S S S Bidang Bantul
S Kinerja ASN mengikuti = o o o o o Pengemba
g ujian dinas 2 & & & Q 2 ngan
o dan %) < < 1) o ~ Kompetens
Q Penyesuaian - - - - «a &~ i
we Ijazah
Pengelolaan PNS yang n/a 300 250 PNS o 250 o 250 o 250 PNS o 250 PNS o 1250 PNS o Sub Kab.
g Assessment mengikuti Orang S PNS S PNS S S 1= 8 Bidang Bantul
8' Center pengukuran S s s s S = Pengemba
& kompetensi s 3 3 3 3 8 ngan
8i dan 8 gﬁ gﬁ E‘ 19 Q Kompetens
p psikologi iy i
e
1}




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Ouacome) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
an
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) (3) (4) (5) (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengelolaan PNS yang 175 50 PNS 60 PNS o 70 PNS o 80 PNS o 90 PNS o 90 PNS o 390 PNS o Sub Kab.
g Pendidikan mengajukan PNS 1= S S S 1= S Bidang Bantul
I Lanjutan ijin belajar S o o o S o Pengemba
c?i ASN dan 3 Q2 Q2 Q2 2 3 ngan
& mengikuti ) o © o 7o) 0 Kompetens
S tugas S o « A s 2 i
8 belajar
T}
o Koordinasi PNS yang 171 888 577 o 575 o 501 o 501 o 501 Orang o 2.655 Orang o Sub Kab.
(=] dan mengikuti Orang orang Orang 2 Orang 3 Orang 8 Orang 8 =4 S Bidang Bantul
8 Kerjasama diklat < P s s % o Diklat
S Pelaksanaan | teknis. 9 ™~ = = < =
g Diklat Struktural, ~ < © ) =) o
o fungsional 8 ES % ‘8 19 g
e dan © o o o o —
T} . S
prajabatan
» Pembinaan Verifikasi n/a n/a 4350 o 4650 o 4950 o 5250 o 5350 o 24550 o Sub Kab.
- Jabatan Daftar Usul Dokume 2 Dokum S Doku S Dokume S Dokumen =4 Dokumen 2 Bidang Bantul
S Fungsional Penilaian n o en ~ men ~ n ~ ~ —_ Pengemba
g ASN Angka BN © © © X N ngan
<) Kredit 5 13 o o o F\r’ Kompetens
@ o o o o) N i
0o
Penilaian Persentase Jumlah n/a n/a 100 ° 100 ° 100 ° 100 ° 100 Persen o 100 Persen ° Bidang Kab.
dan Aparatur aparatur Persen 8 Persen 8 Persen 8 Persen 8 8 8 Penilaian, Bantul
< Evaluasi yang yang n a a o o = Pembinaa
o Kinerja Menyusun menyusun < q q 0 ) -] n dan
a < ¥ ¥ < ;i q ;
S Aparatur Dokumen dokumen - o ] ] © o Kesejahte
) Penilaian pf—:ml:-}lan 3 ;' l@ 5 %_0 g raan ASN
V] dibagi P
g jumlah
total ASN
Pelaksanaan | Sasaran 7743 8324 PNS | 8646 o 8671 o 8691 o 8711 o 8733 ° 43452 o Sub Kab.
g Penilaian kinerja PNS Dokume 8 Dokum 8 Doku 8 Dokume 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Bidang Bantul
o\ dan pegawai n S en S men S n S P = Penilaian
g Evaluasi (SKP) 3 v v v B Q dan
50} Kinerja 1=} " " I} o o Pembinaan
g S Aparatur « «© «© @ & =
Pengelolaan Dokumen 1152 1152 1152 o 1152 o 1152 o 1152 o 1152 ° 1152 Dokumen | o Sub Kab.
ES Pemberian pencairan Dokum | Dokumen | Dokume 8 Dokum 8 Doku 8 Dokume 8 Dokumen 8 o Bidang Bantul
o Penghargaa TPP tepat en n = en < men < n < < N Pengharga
S n Bagi waktu N e e e 3 8 an dan
Q& Pegawai ~ ') ;r_i 8' 19 =~ Kesejahter
B S %) ) ™ 1) %) — aan




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Jenis 0 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
prestasi
ASN
Penghargaa 239 240 PNS 240 PNS 240 240 240 PNS 240 PNS 1200 PNS
n PNS PNS PNS PNS
berprestasi
PNS yang 1086 500 550 550 550 550 550 Orang 2750 Orang
mengajukan Orang Orang Orang Orang Orang Orang
dokumen
kepegawaia
n
Pembinaan Dokumen 385 136 PNS 136 o 110 o 110 o 110 o 110 Orang o 110 Orang o Sub Kab.
Q Disiplin ASN | LHKPN PNS Orang S Orang S Orang S Orang S S S Bidang Bantul
g g 0w 0w 18‘ 8 Lg Penilaiaan
a re} & & e} I} ® dan
g 3 S <+ ~ ~ 0 Pembinaan
? re} ~ ~ ~ ~ e}
J50) 3]
e
0~
Penanganan 36 37 8 Kasus 7 7 6 Kasus 6 Kasus 40 Kasus
kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
disiplin
Rekomendas n/a 7 7 7 6 6 33
iUji Rekome Rekom Rekom Rekome Rekomendas Rekomendasi
kesehatan ndasi endasi endasi ndasi i
Penanganan n/a 20 19 17 17 15 Kasus 88 Kasus
kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
perceraian




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)

(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Program Nilai Nilai 81.69 81 82.43 82.5 82.55 82.6 82.65 82.65 Angka Sekretaria Kab.
Penunjang Akuntabilit Evaluasi Angka Angka Angka ~ Angka ~ Angka ° Angka - Angka . ~ t Bantul
Urusan as Kinerja Kinerja po g g_\ g e g
Pemerintah nstansi o < - % s )
an Daerah Pemerintah o ) <+ 0 ) Q

o o o N ~ .
- Kabupaten/ pd & - P 0 o]
o Kota*) ® 2 1o S & 9
8 % % % % o g
10
Perencanaa | Capaian Realisasi n/a 85 85 ° 85.2 ° 85.4 n 85.6 o 85.8 Persen . 85.8 Persen 0 Sub Kab.
n. Kinerja pelaksana persen Persen 8 Persen l.(g Persen g Persen 3 g g\l Bagian Bantul
Penganggar Perencanaa an ~ o B ~ * o Program
an. dan n dan Perencana 8 o g E g % dan
Evaluasi Evaluasi an dan - o ] ¢ o ~ Keuangan
- Kinerja Perangkat Evaluasi il il il ial — ©
(=] Perangkat Daerah Perangkat
a Daerah Daerah
s dibagi
) target
3 dikali
100%
Penyusunan | Dokumen n/a 3 8 o 8 o 8 o 8 S 8 Dokumen ~ 8 Dokumen . Sub Kab.
5_ Dokumen Perencanaa dokumen | Dokume =4 Dokum 2 Doku B Dokume G P $ Bagian Bantul
S\ Perencanaa n n 0 en — men o n < o ~ Program
h= n Perangkat 9 3 i 5 S K dan
5e) Daerah 0 1) © © N — Keuangan
ez ™
0 <2
Koordinasi Dokumen n/a 7 3 o 3 o 3 " 3 © 3 Dokumen « 3 Dokumen " Sub Kab.
dan Hasil Dokumen | Dokume Q Dokum 0 Doku 8 Dokume 3 ) e Bagian Bantul
- Penyusunan | Evaluasi n ~ en < men o n ~ — ~ Program
S} Laporan N n S £ 5 ] dan
pa Capaian 0w NS ~ ~ %Y N Keuangan
St Kinerja dan @
b Ikhtisar
” Realisasi
8 Kinerja
SKPD




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)

(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Administra Capaian Realisasi n/a 95 95 95.2 95.4 95.6 95.8 Persen 95.8 Persen Sub Kab.
si Kinerja pelaksana persen Persen Persen Persen Persen Bagian Bantul
Keuangan Peng.el?laan an ~ o 0 ® - — Program
Perangkat Administra Administr ~ 1n [\ (7] o ® dan

. . ~ © o < - N
Daerah si asi . g . . . ~ Keuangan
~ < 0 ~ ) 3
« Keuangan Keuangan 8 iug 8 ;u Ig 9
(=] Perangkat d : g : : 0
A n O O O [y} <
Dl Daerah g % g g B ~
- . . .
e dibagi ¥ ¥ S v v 2
(] target
S dikali
100%
Penyediaan Pembayaran n/a 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali 70 kali Sub Kab.
Gajl'dan gaJ1.dan ~ ° o ° ° N Bagian Bantul
— Tunjangan tunjangan N o [} o S o Program
2 ASN ASN @ N pt 2 N ' d
g 3 S g g S g o
o~ 14 kali 14 kali © i~ I I N IS Keuangan
s g 2 g 8 2 2
ot S S ~ ~ S =
3 <+ <+ < <+ <+ ;]
1o}
Pembayaran n/a 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 60 kali Sub
TPP ° ° o ° ° S Bagian
S S S =] =] » Program
o o o o o ; d
) ) 1) ) ) o an
12 kali 12kali | B ? B ? ? 10 Keuangan
0 0 0 0 o S
o) o o) o o) K
0 0 0 0 0 ;
N Y <] Y St a
Koordinasi Laporan n/a 9 12 o 12 o 12 " 12 © 12 Dokumen - 12 Dokumen <+ Sub Kab.
~ dan Keuangan Dokumen | Dokume Q Dokum 0 Doku aQ Dokume ? o Q Bagian Bantul
S Penyusunan n ~ en o men < n ~ 0 NS Program
g Laporan > o o I N ® dan
S Keuangan o < < I 0 o Keuangan
= Bulanan/Tri «
fo0) wulanan/
g Semesteran
SKPD




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)

(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Administra Capaian Realisasi n/a 97 97 ° 97.1 o 97.2 ° 97.3 - 97.4 Persen o 97.4 Persen . Sub Kab.
si Umum Kinerja pelaksana Persen Persen 8 Persen l\g Persen 8 Persen ® : ) Bagian Bantul
Perangkat Pengelolaan | an P " <+ o o - Umum
Daerah Administra Administr &~ ] o ] 0 ~ dan

. N [v] n - - ~ =) .
© si Umum asi Umum 0 0 9 ¢ ~ - Kepegawai
=} Perangkat @ a 1o ® 2 q an
N Daerah - - - ]
by dibagi
) target
S dikali
100%
Penyediaan ATK 54 54 jenis 54 jenis o 54 ° 54 ° 54 jenis © 54 jenis o 54 jenis © Sub Kab.
8 Peralatan Jenis 2 jenis 8 jenis ® S e S Bagian Bantul
S dan w S —_ o ~ — Umum dan
5 Perlengkapa e 3 £ N o g Kepegawai
[0} n Kantor o) 1) < o) — %) an
o ] =} ) o o 0
B < - — <+
Materai 965 1425 200 200 200 200 200 lembar 1000 lembar Kab.
Lembar | lembar lembar lembar lembar lembar Bantul
Penyediaan Bahan dan 18 ) 15 jenis 15 jenis o ) 15. o ) 15 o 15 jenis o 15 jenis < 15 jenis <+ qu Kab.
3 Peralatan peralatan Jenis =] jenis =3 jenis = < o) oo} Bagian Bantul
] S s} < e} n re}
S Rumah kebersihan w < —_ = v N Umum dan
(C\’i Tangga E Z S; ‘({’] S 8 Kepegawai
— =} < © o N o an
o S St St St 3] ™
. —
[sp)
S
te}
Penyediaan Barang 10 8 jenis 7 jenis o 7 jenis o 7 jenis « 7 jenis . 7 jenis o 7 jenis <+ Sub Kab.
8 Barang Cetakan Jenis I~ 3 a & Q £ Bagian Bantul
S Cetakan < ~ ~ & & < Umum dan
5 dan b N K 3 R £ Kepegawai
[} Penggandaa o ~ — < o IS an
S ™ < 0 0 ) e}
16 2 n Q
Penggandaa 35439 79957 74959 74959 74959 74959 74959 374795 lembar
n Lembar | lembar lembar lembar lembar lembar lembar




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) (3) (4) (5) (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Bahan 2 Jenis 2 Jenis 24 o 24 o 24 o 24 o 24 Macam o 24 Macam o Sub Kab.
8 Bahan bacaan dan Macam 1= Macam S Macam S Macam = S pid Bagian Bantul
8 Bacaan dan | langganan o = < < P ~ Umum dan
« Peraturan surat kabar < NS K 9 o 8 Kepegawai
s Perundang- IS IS IS 1) 1%} < an
- undangan -
<
n
R Penyelengga | Laporan 58 40 48 o 50 . 50 o 50 o 50 Dokumen S 50 Dokumen © I~ Sub Kab.
S raan Rapat Hasil Rapat Lapora dokumen | dokume S Dokum ® Doku © Dokume B (=] ~ Bagian Bantul
o Koordinasi n n = en o men o n S S 8 Umum dan
= dan ' 2 3 5 3 2 @ Kepegawai
P Konsultasi o [0\') 0 23 © ~ an
<] o I > S
=y SKPD n ~ ) ) - <
Laporan 30 160 15 20 20 20 20 Dokumen 20 Dokumen
Penerimaan Orang orang dokume Dokum Doku Dokume
Tamu n en men n
Laporan 180 366 30 40 40 40 40 Dokumen 40 Dokumen
Hasil orang/ orang/pe | dokume Dokum Doku Dokume
Perjalanan perjala rjal anan n en men n
Dalam nan
Daerah
Laporan 85 132 15 20 20 20 20 Dokumen 20 Dokumen
Hasil orang/ orang/pe dokume Dokum Doku Dokume
Perjalanan perjala rjalanan n en men n
Luar Daerah nan
Penatausah Laporan n/a n/a 1 o 1 o 1 © 1 .—< 1 dokumen « 1 dokumen ,—< Sub Kab.
= aan Arsip Penataan dokume 2 dokum ® dokum g dokume G 5 2 Bagian Bantul
S Dinamis Arsip n S en I en ~ n ~ < I Umum dan
N pada SKPD N g NS S o =y Kepegawai
o o S = S o o an
3 < < 0 rss © ©
g St
[sp)
S
te}




Indikator Unit Kerja

Kinerja Perangkat

Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi

Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) (3) (4) (5) (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pengadaan Capaian Realisasi n/a n/a 20 ° 90.5 ° 90.5 ° 90.5 ° 90.5 Persen ° 90.5 Persen ° Sub Kab.

Barang Kinerja pelaksana Persen 8 Persen 8 Persen 8 Persen ] 8 ] Bagian Bantul

Milik Pengadaan an S = " o o ~ Umum

Daerah BMD =] n < o 0 o dan

n Pengadaa Q o © ~ S * i

Penunjang n Barang & o 0 o P S Kepegawai
N Urusan Milik ] © o =) 3] [N an
o - - - n
°i Penl;erint;\h Daerah

an Daera ibagi
8. dibagi
© target
o dikali
1 100%

Pengadaan Peralatan n/a 4 jenis 6 Jenis o 6 Jenis o 6 Jenis o 6 Jenis o 6 Jenis o 6 Jenis o Sub Kab.
© Peralatan dan Mesin =4 2 S 2 =4 8 Bagian Bantul
S dan Mesin Lainnya S S S B P B Umum dan
[=} Lainnya 2 = 8 a 9 b Kepegawai
a — o) 0 N I\ = an
= 0 © o o N ©
o — — — )

5o}
e
n
° Pengadaan Buku 5 buah 5 buku 1 Jenis o 1 Jenis o 1 Jenis o 1 Jenis o 1 Jenis o 1 Jenis o Sub Kab.
~ Aset Tetap pustaka S S S 3 B B Bagian Bantul
S Lainnya S S 0 0 & & Umum dan
S‘; 3 9 3 S @ 8 Kepegawai
o o an
5e)
<
o~

Penyediaan | Capaian Realisasi n/a 100 100 o 100 < 100 o 100 o 100 persen < 100 Persen " Sub Kab.

Jasa Kinerja pelaksana Persen Persen g'l Persen g Persen % Persen g (l; s Bagian Bantul

Penunjang Penyediaan an Py po < s v o Umum
© Urusan Jasa Penyediaa 3 5' g ‘3 ;\ % dan
<] Pemerintah | Penunjang n Jasa < i P o b © Kepegawai
D an Daerah Penunjang g g g g 13 8 an
o dibagi o
I target
S dikali

100%

- Penyediaan Jasa n/a n/a 66 kali o 66 kali o 66 kali o 66 kali o 66 kali o 330 kali o Sub Kab.
o Jasa Surat Pengiriman/ = S S S S S Bagian Bantul
3 Menyurat Pos = o o o — — Umum dan
o s = = b NS 8 Kepegawai
by =} — o o <+ — an

3 — — — — — O
5o}
e
1}




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .
SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)
(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Pembayaran 12 12 bulan 12 o 12 o 12 o 12 bulan o 12 bulan o 12 bulan o Sub Kab.
g Jasa Rekening bulan bulan 1= bulan S bulan S = S A Bagian Bantul
S Komunikasi. | Telepon o = < I o o Umum dan
b=y Sumber < N - A Q 9 Kepegawai
fo0) Daya Air o] ) 0 — < IS an
28 dan Listrik a « « @ @ Y
<
Pembayaran n/a n/a 12 12 12 12 paket 12 paket 12 paket
Jasa paket paket paket
Telekomuni
kasi Lainnya
Penyediaan Jasa n/a n/a 12 jenis o 12 ° 12 ° 12 jenis ° 12 jenis o 12 jenis ° Sub Kab.
3 Jasa Perbaikan o jenis = jenis = o Y @ Bagian Bantul
d S st s} @ S| =}
S Peralatan Peralatan P s S < _ S Umum dan
3 dan dan 3 9 N 9 %3 X Kepegawai
o) Perlengkapa | Perlengkapa 1) © ~ < ~ — an
g 8 n Kantor n Kantor S b a ] A B
Penyediaan Laporan 48 12 24 o 24 <+ 24 o 24 o 24 dokumen < 24 dokumen © Sub Kab.
g Jasa Kegiatan orang/ dokumen dokume & dokum S dokum 3 dokume g B S Bagian Bantul
o0 Pelayanan Administrasi bulan n S en - en < n o P - Umum dan
z Umum Umum Q 3 g Q Q Q Kepegawai
= Kantor 1ol 5o} S < ~ o an
= 5 3 S & & S
s i
3 —
1o}
Pengelolaa 120 204 204 204 204 204 204 1020
Keuangan orang/ orang/bu | orang/b orang/ orang/ orang/b orang/bulan orang/bulan
dan Barang bulan lan ulan bulan bulan ulan
a Pemelihara Capaian n/a 98 98 ° 98 ° 98 ° 98 ° 98 Persen ° 98 Persen ° Sub Kab.
S} an Barang Kinerja Realisasi Persen Persen S Persen 8 Persen 8 Persen 3 NS ¥ Bagian Bantul
2 Milik Pemelihara | pelaksana S B < o = < Umum
° Daerah an BMD an $ g % $ 8 g dan
g Penunjang pemelihar o <+ " - o ) Kepegawai
i | Urusan asn BMD § g 2 3 g 8|
Pemerintah dibagi -
an Daerah target
dikali
100%




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K s Capaia : .
SASAR egiatan dan asaran. n Kinerja Pen?.nggu
TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
Kegiatan (Oua::lme) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode
Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(output)

(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
« Penyediaan Bahan n/a n/a 24000 o 26400 o 26400 o 26400 o 26400 Liter o 132000 Liter o Sub Kab.
Q Jasa Bakar Liter 1= Liter S Liter S Liter = N s Bagian Bantul
2 Pemeliharaa | Minyak Py v < I - < Umum dan
St n. Biaya b qQ 3 ® 3 N Kepegawai
P Pemeliharaa I} < w —_ =) 1) an
® n. Pajak. 8 g ® & 3 &
< dan —

T} ..

Perizinan

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau

Lapangan
Pajak 16 Unit | 15 Unit 15 Unit 15 15 15 Unit 15 Unit 15 Unit
Kendaraan Unit Unit
Bermotor
Roda 2
Pajak 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit
Kendaraan
Bermotor
Roda 4
Pemeliharaa 16 Unit | n/a 15 Unit 15 15 15 Unit 15 Unit 15 Unit
n dan Unit Unit
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
Roda 2
Pemeliharaa 6 Unit n/a 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit
n dan
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
Roda 4




Indikator Unit Kerja
Kinerja Perangkat
Tujuan. s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Lokasi
Program/K Capaia : .

SASAR egiatan dan Sasaran. n Kinerja Penanggu

TUJUAN AN Kode Sub Program Formula Tahun Tahun ng jawab
i (outcome) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Periode

Kegiatan d 2020
an
1::5:::;!)1 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) ) @) 4) () (7) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
b~ ~ o bl N ~
n (3] =)} 3] b b
N @ ¥ n o °
~ - N o 3] <
o n N b - (=)
- @ e o h °
JUMLAH o ® g ) 3 %
17 e @ e I 5
~ n n ] O ™
- - - - - 00
Keterangan:

*) Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan pagu anggaran yang tercantum di
RPJMD Tahun 2021-2026, karena pada program tersebut memperhitungkan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta
TPP untuk BKPSDM. Sedangkan di RPJMD Tahun 2021-2026 memperhitungkan anggaran TPP untuk seluruh ASN di Kabupaten

Bantul.




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 5 tahun
mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berpedoman pada tujuan dan sasaran

RPJMD disajikan pada tabel berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun baseline

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

No Indikator C;%ZIS n Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Ifl‘::;'rjl?el:ia::ii Ket¥)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
Indikator tujuan: n/a
Nilai EPPD 3,4463 4,1315 4,1815 4,2315 4,2815 4,3315 4,3315
Indikator sasaran:
Capaian Indeks 68,08 1?12131,:1 69 Nilai | 70 Nilai | 71 Nilai | 72 Nilai | 73 Nilai 73 Nilai
Profesionalitas ASN
Indikator Program
- Persentase Urusan 20 40 60 75 90
. n/a 7 Persen 90 Persen
Keistimewaan yang Persen Persen Persen Persen Persen
Berkualitas
Indikator kegiatan:
- Pelatihan 100 100 100 100 100 100
Internalisasi n/a persen persen persen persen persen persen 100 persen
Keistimewaan DIY
Indikator program:
- Persentase pengisian n/a n/a 30 31 32 32 32 32 persen
kebutuhan formasi persen persen persen persen persen
ASN
igtli? Kompetensi n/a n/a 6 persen | 9 persen pe11*§en pe11*s§en pe11*s86n 18 persen
- Persentase
penanganan 100 100 100 100 100
n/a n/a 100 persen
terhadap persen persen persen persen persen

pelanggaran disiplin




Tahun baseline

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

No Indikator C;}())aélgn Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ;fl:::rrjf?el:;‘ilae Ket*)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD

Indikator kegiatan :

- Persentase n/a n/a 95 95 95 95 95 95 Persen
Keakuratan Data Persen Persen Persen Persen Persen
ASN
Indikator kegiatan:
Persentase pengisian
g)PT, Admigistrator ’ n/a n/a pezgen pezgen pefsoen pefsoen pefsoen 80 persen

engawas dan
Jabatan Fungsional
Indikator kegiatan:
Persentase ASN
o 10 11 12
yang mengikuti n/a n/a 8 Persen | 9 Persen 12 Persen
s Persen Persen Persen

pendidikan dan
pelatihan
Indikator kegiatan:
Persentase Aparatur n/a n/a 98 98 98 98 98 98 Persen
yang Menyusun Persen Persen Persen Persen Persen
Dokumen Penilaian




BAB VIII
PENUTUP

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia serta berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026.

Strategi yang akan dikembangkan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selama kurun
waktu 5 tahun ke depan diantaranya adalah Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan
Kompetensi ASN dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pelaksanaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
Pelaksanaan Progam Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul.

Untuk mencapai Target dan Sasaran Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026
melibatkan seluruh aparatur Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber
Daya Manusia dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dari
Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan rencana serta tugas
dan fungsinya. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam
Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan RKA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022
sampai dengan 2026.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

bersama seluruh aparatur Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya



Manusia akan melakukan evaluasi hasil Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diperoleh dari evaluasi hasil
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara
periodik untuk menemukan dan menilai capaian indikator kinerja serta
usaha perbaikan dalam strategi dan kebijakan.

Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan seluruh target kinerja yang
telah disepakati dapat tercapai secara lebih optimal. Di sisi lain, pada akhir
periode atau tahun ke 5 (lima) atas pelaksanaan Renstra ini, akan dilakukan
evaluasi komprehensif sebagai bahan masukan bagi penyusunan Renstra

periode selanjutnya.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....................................
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